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“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : 158 th. 1987 

Nomor : 0453bJU/1987 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya. 

 
Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 Ṡa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge غ



 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Waw W we و

 Ha H ha ھ

 Hamzah ' apostrof ء

 Ya Y ye ى

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong: 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

’ Fathah A a 

 Kasrah I i 

⁹ Dammah U u 

 

b. Huruf Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

 Fathah Ai a dan i ‘-ئ

 Fathah Au a dan u ‘_و

 

Contoh : 

 kataba : كتب 

 fa‟ala : فعم 

 kaifa : كئف 



c. Madadah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berua huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Huruf dan Tanda Nama Huruf dan Tanda Nama 

ι- 
Fathah dan alif atau 

ya 

Ᾱ a dan garis di atas 

 -ي
Kasrah dan ya Ῑ i dan garis di atas 

 -و
Dammah dan waw ῡ u dan garis di atas 

 

Contoh : 

 qāla :قم 

 ramā :  زو 

 qīla : قم 

d. Ta marbūtah 

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua : 

1) Ta marbūtah hidup 

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, 

dammah transliterasinya (t). 

2) Ta marbūtah mati 

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata 

terpisah, maka ta marbūtah itu di trasnliterasikan dengan ha (h) 

Contoh : 

 Rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl : زوضت انطفب 

 al-Madīnah al-munawwarah : ىزة ُ  “  ُ ُ  “ د  ˜تان   ان 

 ṭalḥah : طهحت 



e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda 

tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh : 

 Rabbanā : زب ُ   ب 

 nazzala : زل ُ  ̃

 al-birr : انب س 

 al-hajj : 
انحج

 

 nu‟ima : عى   ُ  ́

d. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariah. 

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang 

diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik 

diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh : 

 ar-rajulu : م 
 ا ز

 ج



 as-sayyidatu : انضد ة 

 asy-syamsu : انش“ش  

 al-qalamu : انقه ى 

e. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengan dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh : 

 ta‟khuzūna : وª تبحر 

 an-nau‟ : ا نىء 

 syai‟un : شيء 

 inna :   ُ ª  ا 

 umirtu : ا يسث 

 akala : اكم 

f. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun 

hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

g. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

 Wa mamuhammadunillarasul 

 nna 

awwalabaitinwudi'alinnasilallažibibakkatamub arakan 

 

 



 Syahru Ramadan al-lazunzilafihi al-Qur'anu 

 SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu 

 Walaqadra'ahubilufuq al-mubin 

 Alhamdulillahirabbil-'alamin 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya 

memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga 

ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan. 

Contoh : 

 Narummunallahiwafathunqarib 

 Lillahi al-amrujami‟an 

 Lillahi-amrujami‟an 

 Wallahubikullisyai‟in „alim 

h. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan. pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid Karena 

itu peresmian pedoman transliterasi ins perlu disertai ilmu tajwid. 

 

 

  



ABSTRAK 

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD 

MURABAHAH KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK 

SUMUT CABANG SYARIAH PEMATANGSIANTAR 

Pembiayaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan pada lembaga 

keuangan seperti bank syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun 

kepada pihak lain, pembiayaan yang dilakukan pada bank syariah selalu memiliki 

risiko. Risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank syariah akan sangat beragam 

dan kompleks seiring dengan berjalannya inovasi pada produk keuangan yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk 

menganalisis sistem dan prosedur pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sistem pembiayaan yang 

dilakukan masih menggunakan sistem yang manual, meskipun dimaksudkan untuk 

mempermudah nasabah dalam proses pemahaman, namun dalam pelaksanaannya 

masih menimbulkan bebrapa masalah seperti potensi akan kesalahan dalam 

menginput data, keterlambatan dalam prosesnya, serta dana operasional yang 

dibutuhkan enjadi jauh lebih tinggi. Sementara itu adapun prosedur pembiayaan 

akad murabahah KPR melalui beberapa tahapan seperti pengajuan, verifikasi 

kelengkapan dokumen, analisis kelayakan nasabah, serta perikatan notaris 

sebelum pencairan dana. Penelitian ini menyarankan untuk adanya pengembangan 

dalam menggunakan sistem digital serta peningkatan terhadap efisiensi dalam 

prosedur untuk meningkatkan kenyamanan serta kemudahan bagi para nasabah 

dan terciptanya efektivitas operasional bank. 

Kata Kunci: Murabahah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Sistem, Prosedur 

Pembiayaan, Bank Syariah 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF FINANCING SYSTEM AND PROCEDURE OF 

MURABAHAH AGREEMENT OF HOUSE OWNERSHIP CREDIT (KPR) 

AT PT. BANK SUMUT SYARIAH BRANCH PEMATANGSIANTAR 

Financing is A activities carried out at the institution finance such as 

Islamic banks for distribute funds that have been collected to party In other words 

, financing carried out at Islamic banks is always own risk . The risk that will faced 

by sharia banks will be very diverse and complex along with walking innovation in 

products finance offered to society . Research This made with objective For analyze 

systems and procedures financing contract murabaha Credit Home Ownership 

(KPR) at PT. Bank Sumut, Pematangsiantar Syariah Branch . The research method 

used is study qualitative with data collection techniques through interviews , 

observations and documentation . 

Research result This show that system financing carried out Still use manual 

system , although intended For make it easier Customer in the process of 

understanding , but in its implementation Still cause some problem like potential 

will error in input data, delay in the process , as well as the operational funds 

required become Far more high . While That as for procedure financing contract 

murabahah mortgage through a number of stages like submission , verification 

completeness documents , analysis eligibility customers , as well as engagement 

Notary Public before disbursement of funds. Research This recommend For 

existence development in use digital systems as well improvement to efficiency in 

procedure For increase comfort as well as convenience for customers and the 

creation of effectiveness bank operations . 

Keywords : Murabahah , Credit Home Ownership (KPR), System , Procedure 

Financing, Islamic Bank 
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A. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Lembaga pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang didalamnya 

terdapat kegiatan pembiayaan yang meyediakan dana atau barang modal. 

Perusahaan pembiayaan syariah merupakan suatu badan atau perusahaan 

pembiayaan yang didalmnya terdapat kegiatan pembiayaan syariah serta Unit Usaha 

Syariah (UUS) merupakan suatu unit dari kantor pusat perusahaan pembiayaan 

yang melaksanakan pembiayaan syariah dan/atau berguna sebagai kantor pusat dari 

kantor yang melakukan pembiayaan syariah.(www.ojk.go.id) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI 2008 

menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah, transakasi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamilk, transaksi jual beli dalam bentuk piutang 

murabahah,salam dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang 

qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anata Bank Syariah dan/atau 

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas 

danuntuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Husna & Paramansyah, 

2020) 

Perkembangan pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 ditunjukkan 

dengan grafik sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Perkembangan Pembiayaan 

 

Yang tercantum pada grafik diatas memperlihatkan perkembangan dari data 

pembiayaan yang dimana setiap tahunnya mengalami perkembangan dari tahun 

2015 silam yang diperlihatkan mencapai angka 219 triliun rupiah lalu pada tahun 

2016 memiliki peningkatan sekitar 255 triliun rupiah yang dimana mengalami naik 

dari tahun 2015 hingga 2016 sekitar 16,41% lalu pada tahun 2017 meningkat dan 

berada pada angka 293 triliun rupiah yang dimana dari 2016 hingga 2017 

mengalami peningkatan sekitar 15,24% namun presentasi yang diperlihatkan tidak 

setinggi pada tahun sebelumnya, namun pada tahun 2018 menduduki angka 329 

triliun rupiah dengan presentasi perkembangan sekitar 12,21% peningkatan ini 

dapat dilihat bahwa presentase lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada bulan Juni 

tahun 2019 PYD berada pada angka sekitar 343 trilliun rupiah bila dikalkulasikan 

mengalami penigkatan sekitar 12,94%. 

Pada saat ini kondisi ekonomi syariah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat serta pada sekotor perbankan syariah juga mengalami perkembangan 

yang cukup pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat tentang bunga serta modal yang ditentukan di awal 

merupakan riba yang dilarang dalam prinsip dan syariat islam. Namun masih 

banyak sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah 
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merupakan sebuah label yang dipergunakan untuk menarik masyarakat muslim di 

bidang perbankan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah sama 

saja seperti bank konvensional yang menggunakan istilah-istilah islam, anggapan 

masyarakat tersebut tidak dapat dipungkiri, hal ini didasari karena konotasi 

perbankan syariah sejak dahulu memang sangat terpisah dengan syariah. Hal ini lah 

yang mendasari perbankan syariah kurang dipercaya akan terbentuknya 

keberhasilan ekonomi islam dalam menyatukan sektor perbankan dengan syariah. 

(Nasution, 2021) 

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia belakangan ini mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan kareana masyarakat yang 

mulai mengetahui atau mengenal serta mengambil keputusan untuk mulai 

bergabung menggunkan bank syariah. Akan tetapi masih ada bentuk pertimbangan 

dari masyarakat tentang kinerja bank syariah untuk kemudian dijadikan sebagi 

tempat investasi dan permodalan bagi masyarakat. (Pradesyah & Aulia, 2021) 

Pembiayaan akad murabahah KPR pada praktiknya masih terdapat kritikan 

dalam proses pelaksanaannya daintaranya yaitu kesulitan dalam mengakses serta 

mendapatkan pembiayaan murabahah KPR dikarenakan sistem yang digunakan 

masih manual, sehingga kurang efisien untuk dijangkau para calon nasabah, serta 

prosedur yang terbilang cukup rumit yang memiliki tahapan dan proses yang cukup 

panjang yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan nasabah yang membutuhkan 

pembiayaan dengan cepat. Kemudian, kurangnya transparansi serta informasi 

mengenai biaya-biaya yang terdapat pada pembiayaan akad murabahah KPR 

tersebut. Selanjutnya, dalam proses penilaian properti yang tidak akurat bisa 

menyebabkan ketidakpuasan baik bagi pihak bank maupun piak nasabah. 

Dari penjelasan yang dipaparkan diatas dapat diketahui fenomena yang 

terjadi bahwa pembiayaan akad murabahah di Indonesia masih terdapat beberapa 

masalah yang harus diperhatikan seperti sistem pembiayaan akad murabahah KPR 

yang masih menggunakan sistem manual, dimana nasabah harus langsung datang 

ke bank untuk menggunakan pembiayaan akad murabahah KPR sehingga kurang 

efektif dan efisien dalam proses pengajuannya. Kemudian, kurangnya penjelasan 

tentang margin keuntungan yang akan ditawarkan terbilang cukup tinggi dalam 

kurun waktu tertentu sehingga dianggap memberatkan nasabah. Selanjutnya, 
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kurangnya fleksibilitas prosedur pembiayaan akad murabahah KPR yang tidak 

dapat meyensuaikan dengan situasi dan kondisi yang baru. Dari masalah-masalah 

tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem dan prosedur pembiayaan 

akad murabahah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang ditawarkan di PT. Bank 

Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. 

Fenomena diatas didukung oleh beberapa jurnal berikut, menurut Jurnal 

Sodik, dkk (2023) dengan judul Penerapan Akad Murabahah Pada Produk 

Pembiayaan KPR (Studi Kasus Bank BTN Syariah Kcps Pekalongan) 

mengemukakan bahwa pembiayaan akad murabahah di Bank BTN Syariah Kcps 

Pekalongan mengalami bebrapa masalah. Pertama, proses pengajuan yang rumit 

sehingga menghambat aksesibilitas bagi calon nasabah. Kedua pengawasan internal 

yang kurang efisien dan efektif pada beberapa cabang bank yang dapat 

menimbulkan risiko penyimpangan, sementara produk pembiayaan yang 

ditawarkan kurang memenuhi kebutuhan yang beragam dari para nasabah yang 

berpenghasilan rendah. Ketiga kurangnya penjelasan tentang margin keuntungan 

serta biaya yang bersangkutan dapat menyebabkan keidakpuasan. Secara 

keseluruhan dari masalah masalah tersebut maka diperlukan adanya perbaikan 

dalam sistem dan prosedur, edukasi serta pengawasan untuk meningkatkan 

keefektivitasan dalam pembiayaan akad murabahah di Bank BTN Syariah Kcps 

Pekalongan. (Sodik, et al., 2023) 

Menurut Jurnal Nada (2021) dengan judul Penerapan Akad Murabahah 

Terhadap Produk Pembiayaan KPR iB Barokah Di Bank Jatim Syariah Cabang 

Kediri mengemukakan bahwa pembiayaan akad murabahah KPR di Bank Jatim 

Syariah Cabang Kediri mengalami beberapa masalah. Pertama, proses pencairan 

dana pembiayaan yang lama akibat dari sistem dan prosedur yang rumit 

menyebabkan ketidakpuasan nasabah sehingga mengurangi minat nasabah untuk 

menggunakan pembiayaan murabahah. Kedua, keterbatasan dalam menggunakan 

akad murabahah dibatasi hanya untuk tigadari enam jenis KPR iB Barokah, yaitu 

jual beli rumah baru, jual beli rumah bekas dan renovasi hal tersebut mengurangi 

fleksibilitas produk dan pilihan bagi nasabah. Ketiga, biaya margin yang ditawarkan 

relative tinggi dalam kurun waktu tertentu dan dianggap memberatkan nasabah. 

Secara keseluruhan dari masalah tersebut maka diperlukanadanya peningkatan dari 
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segi pengawasan,sistem dan prosedur serta edukasi untuk meningkatkan 

penggunaan pembiayaan akad murabahah di Bank Jatim Syariah Cabang 

Kediri.(Fajarria, et al., 2021) 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka 

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal yang 

berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Murabahah Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas maka identifikasi 

masalah yang bisa diambil adalah sebagai berikut: 

1. Kurang efektif dan efisiennya sistem dalam pengajuan pembiayaan akad 

murabahah KPR, karena masih menggunakan sistem yang manual. 

2. Kurangnya fleksibilitas prosedur pembiayaan akad murabahah KPR, karena 

tidak dapat menyesuaikan dengan situasi yang berubah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem pembiayaan akad murabahah Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar? 

2. Bagaimana prosedur pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

diketahuai tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pembiayaan akad murabahah Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar. 



6 
 

 

 

2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih 

dalam tentang sistem dan prosedur pembiayaan akad murabahah Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berhubungan 

dengan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan pada perbankan 

syariah. 

3. penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya 

terhadap aspek atau objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistematikapenulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan arah tentang penelitian yang 

dilakukan meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisi tentang teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan 

diantaranya: Kajian Pustaka, Kajian Penelitian Terdahulu. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang sejumlah cara, metode dan langkah-langkah penelitian 

secara operasional, yang terdiri dari: Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data dan Teknik Keabsahan Data. 
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan 

lalu kemudian dianalisa, sehingga memperoleh hasil dan pembahasan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan serta saran berdasarkan dari hasil penelitian yang 

telah didapat dan dianalisa pada bab sebelumnya. 



 

 

 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pembiayaan 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

 

Menurut peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Nomor 6 pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi 

bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi secara sewa- 

menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 

bittamilk, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah dan istishna’, 

transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa 

menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jang waktu tertenu dengan imbalan ujrah, 

tanpa imbalan, atau bagi hasil. (www.bi.go.id) 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan bagi hasil.(Bariyah, 2024) 

Pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan pada bank syariah untuk 

menyalurkan dana kepada pihak yang lain, dalam setiap pembiayaan yang 

dilakukan oleh pihak bank pasti selalu mengandung risiko. Risiko yang akan 

dihadapi bank syariah sangat beragam dan kompleks seiring dengan inovasi yang 

ada dalam produk keuangan serta perbankan yang ditawarkan kepada 

masyarakat. (Muchtar, 2021) 

Pembiayaan syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan sistem 

keuangan konvensional. Perbedaan yang paling utama yaitu penolakan terhadap 

tindakan riba atau Bungan dalam proses transaksi keuangan, hal tersebut dilarang 

dalam ajaran islam karena dianggap dapat merugikan dan tidak adil. Maka dari 

itu keuntungan atau imbalan yang diterima dalam pembiayaan lebih 
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merujuk kepada bagi hasil , dimana lembaga keuangan serta pihak yang 

bersangkutan berbagi risiko dan imbalan sesuai dengan yang disepakati 

sebelumnya. (Sibarani & Amsari, 2024) 

Pembiayaan tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga membuat 

lingkungan bisnis yang aman, maka dari itu pembiayaan memiliki beberapa 

fungsi diantaranya yaitu, dapat memberikan bentuk pembiayaan yang sesuai 

dengan prinsip syariah serta menggunakan bagi hasil yang tidak memberatkan 

salah satu pihak, membantu lajur sistem perekonomian di Indonesia agar lebih 

baik dan produktif dan dapat membantu masyarakat luas dari rentenir. 

(Rahmayati, 2020) 

Menurut Efriyanti dalam Jurnal Napitupulu dan Hasanah, (2023), Dalam 

pembiayaan penetapan margin menjadi hal yang sangat penting, hal ini 

dikarenakan margin dalam pembiayaan merupakan pendapatan atas jasa yang 

telah dilakukan oleh pihak bank yang akan diberikan oleh nasabah. Margin 

dalam pembiayaan murabahah merupakan nilai yang sudah ditetapkan oleh 

pihak bank sebagai bentuk untuk meningkatkan keuntungan atas dana yang telah 

disalurkan dan diinvestasikan dalam pembiayaan murabahah. Penetapan 

marginyang berlaku merupakan kewenangan bank sepenuhnya. 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga 

pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan 

infrastruktur. Adapun jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, sebagai 

berikut: 

1. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan atas barang modal serta 

jasa yang dibutuhkan dalam aktivitas usaha/investasi, rehabilitas, 

modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang akan 

diberikan kepada debitur. 

2. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan akan pengeluaran yang akan habis dalam satu 

periode aktivitas usaha debitur. 

3. Pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan barang dan/atau jasa yang 

akan diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/ konsumsi dan bukan 
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diperuntukan akan keperluan usaha atau aktivitas yang produktif dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan. 

4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan dengan persetujuan Otoitas 

Jasa Keuangan.(www.ojk.go.id) 

Selain hal-hal tersebut perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan 

kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun jenis-jenisnya 

sebagai berikut: 

1. Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan yang disediakan dalam 

bentuk penyediaan barang dengan transaksi jual beli yang sesuai dengan 

prinsip dan syariat islam yang telah disepakati oleh pihak yang 

bersangkutan. 

2. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang disediakan dalam 

bentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan 

usaha yang produktif dengan pembagian keuntukan sesuai dengan 

kesepakatan antara kedua belah pihak. 

3. Pembiayaan jasa merupakan pembiayaan dalam bentuk pemberian atau 

penyediaan jasa dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, 

pemberian pinjaman, dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa 

pembayaran imbal jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. (www.ojk.go.id) 

2. Akad Murabahah 

Menurut etimologis, murabahah berasal dari Bahasa Arab adalah “ribh” 

yang artinya keuntungan, laba atau margin keuntungan yang ditambahkan dari 

harga pokok yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Murabahah adalah akad 

atau kerja sama dalam jual beli dengan memperoleh sebuah keuntungan. Nilai 

keuntungan yang diperoleh bank tergantung pada margin atau laba. Akad 

murabahah menerapkan prinsip dan metode jual-beli barang secara cicilan serta 

menambah margin keuntungan untuk bank. (Ikbal & Chaliddin, 2022) 

Akad murabahah merupakan salah satu akad yang digunakan dalam 

perbankan syariah. Dalam prosesnya bank akan menjualsebuah barang dengan 

harga yangsudah ditetapkan termasuk keuntungan yang akan diterima oleh pihak 

bank. Dalam prinsipnya akad murabahah merupakan kesepakatan antara pihak 

http://www.ojk.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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bank dengan nasabah. Nasabah dapat membayar dengan cara bertahapatau dalam 

jangka waktu yang telah ditetapkan. Akad murabahah sering diaplikasikan dalam 

pembiayaan konsumtif seperti kendaraan, pembelian rumah, atau pembiayaan 

usaha. (Rahman, et al., 2023) 

Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah 

menjelaskan bahwa “bank membeli barang atas namanya untuk nasabah dan 

pembelian ini harus halal dan tidak riba”. Murabahah dalam fatwa DSN No: 

04/DSN-MUI/TV/2000 yang memutuskan: Ketentuan umum murabahah dalam 

bank syariah: 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan atas nasabah nama bank 

sendiri , dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam 

kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahahharus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank.(www.dsnmui.or.id) 

Dasar hukum akad murabahah terdapat dalam firman Allah QS. Al-Nisa’ [4]: 

29: 

http://www.dsnmui.or.id/
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Artinya: “hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan sukarela di aturanmu…”. 

 

Hadis Nabi SAW.: 
 

Artinya: Dari Abu Sa’id Al- Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi 

dan Ibnu Majah dan dinilai sahihh oleh Ibnu Hibban) 

Akad murabahah diperbolehkan atas kesepakatan para ulama (ijmak), 

menurut al-Kasani akad murabahah sudah diwariskan dan dijalankan dari zaman 

ke zaman sepanjang masa serta tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. 

Keberadaan akad murabahah sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat 

banyak, hal ini dikarenakan beberapa orang tidak mengetahui dengan jelas 

kondisi barang yang akan dibeli, maka dari itu mereka membutuhkan bantuan 

orang lain untuk kemudian membelikan barang yang dibutuhkan dengan melihat 

kondisi barang tersebut, yang kemudian akan dijual dengan menyebutkan harga 

pokok barang serta ditambahkan dengan keuntungan.(Nurjaman, et al., 2021) 

Adapun rukun akad murabahah: 

1. Subjek akad (penjual dan pembeli), pada akad murabahah penjual sebagai 

pihak yang memiliki hak atas barang yang diperjualbelikan, sementara 

pembeli sebagai pihak yang akan memperoleh barang yang 

diperjualbelikan. 
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2. Objek akad (harga dan barang), objek jualbeli dalam akad muarabahah 

adalah sebuah barang, sedangkan harga adalah harga yang disebutkan 

dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak. 

3. Ijab dan qabul, merupakan kesepakatan penyerahan serta penerimaan 

barang yang diperjualbelikan. (Aeda, et al., 2022) 

Terdapat dua jenis akad murabahah, yaitu sebagai berikut: 

1. Murabahah dengan pesanan, transaksi ini dilakukan dengan cara produk 

yang telah dipesan dan dibeli oleh penjual atau pihak bank melakukan 

pembelian barang setelah adanya pesanan dari pembeli atau nasabah. Hal 

ini bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli 

barang yang dipesannya. Jadi, aturan akad murabahah adalah pembeli 

melakukan pemesanan lebih awal, kemudian penjual membeli dari 

pemasok atau memproduksi sendiri, setelah itu dijual kembali kepada 

pembeli dengan adanya transparansi harga pokok barang yang dibeli 

dengan keuntungan yang ditambahkan 

2. Murabahah tanpa pesanan, transaksi bisa dilakukan langsung karena 

barang yang diminta oleh pembeli sudah tersedia. 

Adapun syarat akad murabahah, sebagai berikut: 

1. Pihak-pihak yang berakad harusla mengerti hukum dan tidak dalam kedaan 

yang terpaksa. 

2. Barang yang dijadikan sebagai objek atas jual beli merupakan barang yang 

halal, jelas konsistensinya, jenis serta jumlahnya. 

3. Harga barang harus dipaparkan secara transparan (harga pokok serta 

keuntungan yang akan diperoleh) serta menyebutkan mekanisme 

pembayaran dengan jelas. 

4. Ijab Kabul harus dilakukan dengan jelas oleh pihak-pihak yang melakukan 

akad. Jual beli murabahah hukumnya akan sah apabila telah memenuhi 

rukun dan syarat dari terjadinya akad murabahah. (Windy Astuti & 

Oktapianti, 2023) 

Di Indonesia sendiri hampir seluruh Lembaga Keuangan Syariah 

mengimplementasikan akad murabahah sebagai salah satu produknya. 

Pembiayaan akad murabahah yang ada pada bank merupakan pembiayaan jual 
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beli barang antara nasabah dan pihak bank.(Anggika Tama, 2023) salah satu 

Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan pembiayaan murabahah adalah 

Bank Sumut Cabang Syariah. 

3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Rumah merupakan salah satu bentuk asset termahal yang bisa dimiliki 

suatu individu, membangun rumah seringkali menjadi masalah yang sulit bagi 

sebagian orang terutama bagi orang yang tinggal di wilayah perkotaan, karena 

harga yang ditawarkan terbilang cukup mahal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, 

skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering sekali dipilih menjadi solusi dari 

kondisi tersebut. (Zhafirah & Silvia, 2024) 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan kredit pemilikan rumah baik 

dalam bentuk tapak atau susun yang telah diterbitkan oleh kreditur yang 

kemudian untuk mendapatkan rumah huni yang akan diperoleh dengan membeli 

secacara syariah. (Azis, 2023) 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah bentuk pinjaman atau pembiayaan 

yang ditawarkan kepada calon pembeli rumah dengan rancangan pembiayaan 

serta persentase keuntungan yang akan diterima oleh bank. KPR masih tetap 

ditawarkan di Indonesia melalui bank. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, bangunan 

yang berfungsi sebagi tempat untuk tinggal serta tempat berlindung bagi suatu 

keluarga tertentu yang disebut dengan “rumah”. (Khairiyyah et.al., 2023) 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah adalah bentuk produk pembiayaan 

dari perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk 

membeli rumah atau tempat tinggal. KPR syariah menggunakan akad murabahah 

dalam pengaplikasiannya yang berbasis jual beli. Dalam akad ini pihak bank 

syariah sebagai penjual yang akan menjualaset kepada nasabah secara tangguh 

atau dengan cicilan. Akad KPR syariah menggunakan sistem murabahah dimana 

pihak bank syariah harus menjelaskan kepada nasabah secra transparan tentang 

harga pokok dan margin keuntungan yang didapat, dimana harus ada kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara umum dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 
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1. KPR Subsidi merupakan suatu bentuk kredit yang dibuat untuk 

masyarakat yang kondisi ekonominya menengah kebawah. Bentuk 

subsidi ini telah diatur oleh pemerintah, sehingga tidak semua kalangan 

bisa mengajukan kredit jenis ini. Batasan yang diberikan secara umum 

oleh pemerintah tentang subsidi ini adalah penghasilan dari pemohon 

serta maksimum dari kredit yang diberikan. 

2. KPR non subsidi merupkan bentuk KPR yang dibuat untuk seluruh 

masyarakat tanpa ikut campur tangannya pemerintah. Peraturan dan 

ketentuan KPR telah ditetepkan oleh pihak bank, sehingga suku bunga 

bisa ditentukan pada bank konvensional ataupun margin pada bank 

syraiah sesuai dengan kebijakan danpertauran bank yang bersangkutan. 

(Windy Astuti & Oktapianti, 2023) 

4. Sistem dan Prosedur 

1. Sistem 

Sistem merupakan suatu kerangka yang terdiri dari beberapa prosedur 

yang saling berkaitan serta disusun sesuai dengan aturan yang menyeluruh 

untuk menjalankan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan, 

serta sistem merupakan suatu rangkaian prosedur yang dibentuk sesuai 

pola yang tersusun untuk menjalankan kegiatan perusahaan. (Effendy et 

al., 2023) 

Sistem menurut Ludwig Von Bartalanvy merupakan serangkaian unsur- 

uunsur yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsur tersebut. 

Menurut Anatol Raporot sistem merupakan sekumpulan satu kesatuan dan 

seperangkat yang saling berhubungan satu sama lain. 

Adapun syarat-syarat sistem adalah sebagai berikut: 

1. Sistem harus dibuat untuk menyelesaikan tujuan yang sudah dibuat. 

2. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem haruslah mempunyai 

rencana yang telah disusun. 

3. Adanya keterkaitan diantara semua elemen sistem. 

4. Terdapat unsur dasar yaitu lajur informasi, energi serta material 

yang menjadi bagian yang penting pada elemen-elemen sistem. 
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5. Tujuan dari organisasi menjadi hal yang lebih penting dari pada 

tujuan elemen-elemen sistem. 

Berikut merupakan ciri-ciri dari sistem: 

1. Organisasi, merupakan suatu struktur atau kelompok yang saling 

bekerja sama untuk tujuan tertentu 

2. Interaksi, adanya proses keterkaitan antara masing-masing elemen 

sistem. 

3. Interdependensi, saling bergantung antar satu elemen dan elemen 

lainnya. 

4. Integrasi, proses penggabungan serta penyatuan berbagai elemen 

dan komponen dari sistem. 

5. Tujuan Pokok, adanya tujuan pokok yang jelas dari adanya suatu 

sistem. (Nur Azis, 2022) 

Sistem atau skema pembiayaan murabahah terdiri dari: 

1. Sistem pembiayaan murabahah tanpa janji (wa’d) pembelian 

merupakan pembiayaan murabahah yang didalamnya tidak disertai 

dengan janji pembelian dari pihak nasabah yang bersangkutan 

kepada pihak bank dimana pembelian asset yang menjadi objek 

pembiayaan murabahah dilakukan oleh bank dari pihak pemasok 

secara tunai sebelum akad murabahah atas kehendak bank. Adapun 

bentuk alurnya yaitu: 

1. Pihak bank membeli asset yang akan digunakan sebagai objek 

pembiayaan murabahah dari pihak pemasok secara tunai tanpa 

adanya pemesanan dan janji (wa’d) pembelian dari pihak 

nasabah. 

2. Pihak pemasok melakukan serah terima asset tersebut kepada 

bank dengan penguasaan fisik (qabdh haqiqi) atau penguasaan 

nonfisik (qabdh hukmi). 

3. Pihak bank menawarkan asset kepada nasabah. 

4. Nasabah menerima bentuk penawaran yang ditawarkan oleh 

bank serta melakukan pengajuan pembiayaan murabahah 

kepada bank. 
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5. Bank melakukan analisis kelayakan serta memberikan 

persetujuan atas pengajuan pembiayaan murabahah dari pihak 

nasabah. 

6. Nasabah dan bank melakukan akad murabahah. 

7. Bank melakukan serah terima aset dengan nasabah secara 

penguasaan fisik (qabdh haqiqi) atau penguasaan nonfisik 

(qabdh hukmi) yang dilakukan di tempat penyimpanan bank 

atau pemasok. 

8. Nasabah mengkonfirmasi penerimaan atas aset murabahah yang 

telah diterima dari bank. 

9. Nasabah melakukan pembayaran kepada pihak bank atas aset 

murabahah yang telah dibeli dan disepakati dari bank secara 

cicilan atau tangguh. 

2. Sistem pembiayaan murabahah dengan janji (wa’d) pembelian aset 

oleh bank secara tunai tanpa wakalah merupakan pembiayaan 

murabahah yang diserati pada janji pembelian dari nasabah pada 

bank, dimana pembelian aset yang akan menjadi objek murabahah 

dari pemasok, transaksi dilakukan oleh bank atau nasabah sebagai 

wakil bank secara tunai sebelum akad pembiayaan akad murabahah. 

Adapun bentuk alurnya adalah sebagai berikut: 

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah 

kepada bank beserta dengan janji (wa’d) atas pembelian objek 

pembiayaan murabahah kepada bank. 

2. Bank melakukan analisis tentang kelayakan serta memberikan 

persetujuan atas pengajuan nasabah untuk pembiayaan 

murabahah. 

3. Bank melakukan pembelian aset yang akan menjadi objek 

pembiayaan murabahah dari pemasok secara tunai. 

4. Pemasok melakukan serah terima aset dengan bank secara 

penguasaan fisik atau penguasaan nonfisik. 

5. Bank dan nasabah melakukan akad murabahah. 
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6. Bank dan nasabah melakukan serah terima aset secara 

penguasaan fisik atau penguasaan nonfisik yang dilakukan di 

tempat penyimpanan bank atau pemasok. 

7. Nasabah mengkonfirmasi penerimaan aset murabahah yang 

telah diterima dari bank. 

8. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan 

kepada bank atas aset murabahah yang telah dibeli dari bank 

secara cicilan atau tangguh. (Radius Prawiro et al.) 

2. Prosedur 

Standard Operating Proscedure (SOP) atau yang lebih dikenal dengan 

“prosedur” merupakan dokumen dan berkas yang lebih jelas serta 

terperinci untuk menguraikan tentang metode-metode yang harus 

dilaksanakan dalam penerapannya serta melakukan kebijakan dan 

peraturan yang telah ditetapkan suatu perusahaan atau organisasi. Prosedur 

dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai 

dengan fungsi serta sebagai bentuk penilaian kerja pada suatu tempat 

instansi atau industri yang sesuai dengan indikator-indikator teknis, 

administratif, prosedur kerja serta sistem yang berhubungan. Adapun 

fungsi-fungsi dari prosedur antara lain: 

1. Membantu dalam memperlancar tugas bagi pekerja atau tim 

2. Sebagai dasar pedoman hukum apabila terjadinya penyimpangan 

3. Bisa mengetahui dengan jelas tantangan-tantangannya serta mudah 

dideteksi. 

4. Dapat digunakan untuk mengarahkan petugas atau pekerja untuk 

bisa disiplin dalam melakukan pekerjaan. 

Prosedur dibentuk dengan tujuan untuk membentuk arus kerja jadi lebih 

baik serta menjadi pedoman bagi karyawan baru membantu memudahkan 

pengawasan, meminimalisir resiko dalam pekerjaan serta dapat 

memberikan koordinasi yang baik antar satu bagian dengan bagian lainnya. 

Adapun tujuan dari adanya prosedur yaitu sebagai berikut: 

1. Menjaga konsistensi serta tingkat kinerja karyawan atau tim dalam 

suatu kondisi unit kerja. 
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2. Untuk dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan 

tertentu bagi seluruh karyawan. 

3. Untuk menghindari kesalahan dan mengurangi resiko kesalahan 

yang dapat menyebabkan konflik internal dalam proses pelaksanaan 

kegiatan. 

4. Dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menilai mutu dari 

pelayanan yang diberikan. 

5. Untuk menjamin penggunaan sumber daya serta tenaga dengan 

lebih efektif dan efisien. 

6. Untuk menjelaskan aturan tugas, wewenang serta tanggungjawab 

dari petugas yang berhubungan. 

7. Sebagai bentuk dokumen yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

serta menilai proses kerja bila terjadi suatu kesalahan dalam 

prosesnya. 

8. Sebagi bentuk dokumen yang dapat digunakan untuk pelatihan. 

9. Sebagai bentuk dokumen sejarahatau acuan setelah dibuatnya revisi 

prosedur yang baru. (Nafi’udin, et al., 2023) 

Prosedur merupakan serangkaian atau sekumpulan langkah-langkah 

dan kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan dengan urutan- 

urutan rinci serta harus diikuti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

permasalahan. Adapun prinsip-prinsip prosedur adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur yang baikterdapat prinsip yang sederhana dan tidak terlalu 

rumit serta berbelit-belit. 

2. Prosedur kerja yang baik dapat mengurangi beban pengawasan, 

karena telah mengikuti langkah-langkah dan petunjuk yang 

ditetapkan sebelumnya. 

3. Prosedur yang ditetapkan telah diuji sebelumnya bahwa prosedur 

tersebut dapat mencegah hal-hal yang tidak pelu dilakukan. 

4. Prosedur kerja dibuat dengan melihat dan memperhatikan arus 

pekerjaan. 
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5. Prosedur kerja dibuat sefleksibel mungkin, agar bisa diajalankan 

dengan baik, tepat dan efisien. (TA Aulia Rahmawati & Samuel, 

2020) 

Adapun mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan untuk 

menggunakan pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut: 

1. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kemudian mengisi 

formulir serta menyerahkan berkas-berkas persyaratan dengan 

lengkap. 

2. Bank akan melakukan analisis dan memverifikasi data dan 

kelengkapan berkas yang telah diberikan oleh nasabah. Setelah 

dianalisis dan dinilai pihabk bank akan melakukan survey ke 

lapangan untuk melihat langsung objek yang akan dibeli oleh 

nasabah. 

3. Dalam proses pertimbangan, pihak bank melakukan analisis 5C 

terhadap nasabah, yaitu: 

1. Character, merupakan sifat atau karkter seseorang atau calon 

nasabah yang menerima pembiayaan dalam lingkungan 

usahanya maupun pribadi. Untuk mengetahui karakter nasabah 

maka akan dilakukan wawancara serta melakukan BI checking 

untuk mengetahui apakah nasabah tersebut termasuk yang baik 

atau tidak. 

2. Capital, merupakan penghasilan yang dimiliki oleh nasabah 

tersebut apakah cukup untuk membayar cicilan pembiayaan 

yang akan diterima. 

3. Capability, mrupakan kapasitas dari nasabah dalam mengelola 

modalagar mendapat keuntungan, hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola 

usahanya. 

4. Collateral, merupakan jaminan akan kelangsungan untuk 

membayar cicilan yang diberikan oleh bank sebagai penjamin 

atas pembiayaan yang diterima, hal ini bertujuan sebagai alat 

pengaman apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya. 
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5. Condition of economy, merupakan kondisi politik,sosial 

ekonomi yang dapatmempengaruhi kondisi ekonomi nasabah. 

4. Setelah prinsip-prinsip 5C tersebut terpenuhi maka kemudian akan 

di input oleh pihak bank. 

5. Pimpinan bank akan mengecek dan menganalisis kembali dan 

memberikan keputusan pembiayaan tersebut. 

6. Pencairan pembiayaan akan dimasukkan ke rekening nasabah, 

kemudian pemindahan kembali ke rekening pemasok, hal ini 

bertujuan untuk menunjukkan bahwa nasbah telah menerima 

pembiayaan daribank. 

7. Nasabah akan melaksanakan akad perjanjian dengan perwakilan 

pihak bank untuk melakukan akad dan disaksikan oleh notaris. 

(Farhan Ginting, et al., 2023) 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu merupakan kajian dari penelitian-peneltian 

terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan yang berkaitan 

dengan penelitian ini, untuk menghindari pengulangan penelitian dengan 

bahasan yang sama maka diperlukan adanya kajian penelitian terdahulu. Maka 

penliti mencantumkan beberapa penelitian dalam penelitian ini. 

 

Tabel 2.1 

Kajian Penelitian Terdahulu 
 

No Judul 

Penelitian 

Nama/Tahu 

n 

Perbedaan Hasil 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

1. Sistem dan 

Prosedur 

Pembiayaan 

Kredit 

Pemilikan 

Rumah 

(KPR)  Di 

BTN Syariah 

(A Syahtori, 

S Febriyani, 

AK Umam, 

2023) 

Perbedaann 

ya terletak 

pada tempat 

penelitianny 

a,  jurnal 

tersebut 

melakukan 

penelitian di 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

produk Kredit 

Pemilikan 

Rumah 

(KPR) di 

Metode 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 
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 Kcps 

Indramayu 

 BTN 

Syariah 

Kcps 

Indramayu 

BTN Syariah 

Kcps 

Indramayu 

menggunaka 

n akad 

murabahah 

yang 

merupakan 

sistem jual 

beli tanpa 

adanya 

bunga. Proses 

pengajuan 

dan 

persetujuan 

KPR di BTN 

Syariah 

dilakukan 

dengan 

prinsip 

syariah. 

 

2. Penerapan 

Akad 

Murabahah 

pada Produk 

Pembiayaan 

KPR  (Studi 

Kasus Bank 

BTN Syariah 

Kcps 

Pekalongan) 

(F Sodik, 

RA AI 

Farda, E 

Ayuni,2023 

) 

Peneltian 

tersebut 

membahas 

tentang 

penerpan 

akad 

murabahah 

pada produk 

pembiayaan 

KPR 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa akad 

murabahah 

telah 

dilaksanakan 

dengan  baik 

karena unsur- 

unsur  akad 

murabahah 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif. 
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    sesuai dengan 

fatwa dewan 

syariah 

nasional. 

 

3. Analisis 

Prosedur 

Pembiayaan 

Murabahah 

Dalam 

Meningkatka 

n Jumlah 

Pembiayaan 

KPR Syariah 

di PT. Bank 

Sumut 

Syariah KCP 

Sisingamanga 

raja 

(MF 

Ginting, M 

Zulkarnain, 

2023) 

Penelitian 

tersebut 

membahas 

tentang 

prosedur 

pembiayaan 

murabahah 

untuk 

meningkatk 

an jumlah 

pembiayaan 

KPR 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa  Bank 

Sumut 

Syariah KCP 

Sisingamang 

araja 

menerapkan 

akad wakalah 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

nasabah, serta 

implementasi 

dari fatwa 

DSN-MUI 

tentang 

murabahah 

pada 

pembiayaan 

KPR. 

metode 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Analisis 

Pembiayaan 

KPR 

Sejahtera iB 

Dengan Akad 

Murabahah 

Pada  Bank 

BRI Syariah 

KCP Serpong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Akad 

Murabahah 

Terhadap 

Pembiayaan 

KPR BTN 

Bersubsidi 

IBDI Bank 

BTN Syariah 

(RA Arifin, 

H Mahmud, 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Y 

Faradiba, A 

Bahri, D 

Damirah, 

2025) 

Penelitian 

ini 

membahas 

tentang 

pembiayaan 

KPR 

dengan akad 

murabahah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

ini 

membahas 

tentang 

akad 

murabahah 

terhadap 

pembiayaan 

KPR BTN 

Bersubsidi 

IBDI 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa Bank 

BRI Syariah 

KCP Serpong 

menggunaka 

n prinsip 5C 

dalam 

menganalisis 

kelayakan 

nasabah 

untuk 

menerima 

KPR. 

 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

pembiayaan 

KPR BTN 

Syariah 

menwarkan 

tiga  jenis 

pembiayaan 

KPR Syariah 

yaitu FLPP, 

TAPERA, 

dan BP2BT. 

Pembiayaan 

KPR  syariah 

Metode 

kualitatif 

dengan 

pendekata 

n 

deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 
kualitatif 
deskriptif 
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    tersebut 

menerapkan 

akad 

murabahah. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tujuan penelitian dan kajian teori yang telah dibahas, 

selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir tentang analisis sistem dan 

prosedur pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. 

Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Pembiayaan Akad 

Murabahah 

Skema Akad Murabahah: 

1. Dasar 

murabahah 

hukum akad 

2. Rukun dan syarat akad 

Sistem Prosedur 
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Pada kerangka berpikir ini mengilustrasikan tentang pembiayaan akad murabahah 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. 

Pada skema akad murabahah menjesalkan tentang dasar hukum akad murabahah serta 

menjelaskan tentang rukun dan syarat akad murabahah yang kemudian dijadijadikan 

acuan untuk penerapan pembiayaan akad murahabah. Kemudian terdapat sistem dan 

prosedur dari pembiayaan akad murabahah agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuannya. 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian yang didalamnya 

menganalisis tentang fenomena-fenomena sosial, perilaku serta pengalaman 

manusia melalui data deskriptif, seperti kalimat, kata-kata, audio dan video. 

Tujuan dari pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami makna, pandangan 

individu terhadap suatu fenomena kelompok dalam konteks sosial. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara yang mendalam serta observasi langsung ke lapangan. (Waruwu, 

2023) 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. BankSumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar JL. Jendral Sudirman Blok A, No. 5-6, Proklamasi, Kec. 

Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara 21143. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan selama 7 bulan dimulai dari bulan Januari 

2025 sampai Juli 2025. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

No Kegiatan 2025 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags 

1 Pengajuan Judul         

2 Penyusunan Proposal        

3 Bimbingan Proposal         

4 Seminar Proposal        

5 Pengumpulan Data         
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6 Bimbingan Skripsi         

7 Sidang Meja Hijau         

 
C. Sumber Data Penelitian 

Prosedur untuk mengumpulkan, mempelajari, mencatat serta menganalisis 

data untuk memecahkan fenomena-fenomena masalah, sebagai bentuk referensi 

untuk menyelesaikan penelitian tidak terlepas dari data-data pendukung, data 

pendukung tersebut diperoleh dari: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan bentuk data dan sumber informasi utama 

yang telah dikumpulkan secara langsung. Data ini diperoleh melalui 

sumber asli, yaitu adanya responden yang terkait dengan variabel 

penelitian. (Sulung & Muspawi, 2024) 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara 

yang mendalam dengan pihak manajemen PT. Bank Sumut Cabang 

Syariah Pematangsiantar yaitu petugas yang menangani dan mumpuni 

di bidang pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat 

secara tidak langsung. Melainkan dari data perantara yang telah ada 

sebelumnya, seperti buku, situs web, jurnal atau data-data yang telah 

dikumpulan oleh pihak yang lain. (Sulung & Muspawi 2024) 

Dalam penelitian ini data( dikumpulkan dari proses mengakses 

dokumen-dokumen internal perusahaan yang berkaitan dengan sistem 

dan prosedur serta kebijakan dan literature akademik dan penelitian 

terdahulu tentang pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data pada skripsi ini yaitu dengan metode wawancara 

dengan petugas yang bersangkutan dan petugas yang sesuai dengan bidang 

pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank 

Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. Wawancara dilaksanakan langsung di 

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. Teknik pengumpulan 
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dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi serta melakukan perizinan tempat penelitian di PT. 

Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. 

2. Mengumpulkan pertanyaan yang relevan untuk wawancara dengan 

peugas bersangkutan terkait dengan penelitian pada skripsi ini. 

3. Melaksanakan observasi langsung tentang prosedur pelayanan di bank, 

untuk kemudian dapat memahami alur kerja serta interaksi dengan staf 

bank dan nasabah saat proses pengajuan pembiayaan akad murabahah 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

4. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang 

berhubungan seperti prosedur operasional standar, kebijakan 

pembiayaan akad murabahah serta laporan-laporan yang berhubungan 

untuk mendapatkan data yang mendukung analisis. 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut sugiyono (2018:482), merupakan “ proses untuk 

mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi lapangan serta dokumentasi dengan cara 

mengelompokkan data ke dalam suatu pola, memilah mana yang penting dan 

yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami 

oleh diri sendiri dan orang lain”. Teknik analisis data digunakan untuk 

memahami dan menganalisis data yang bersifat naratif atau deskriptif yang sudah 

diperoleh sebagai berikut: 

Berdasarkan pendapat Agus Salim, dalam jurnal Ahmad (2021), teknik 

analisis data dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Memilah dan memilih serta memfokuskan perhatian untuk kemudian 

disederhanakan kemudian dimunculkan dalam abstrak kemudian 

memproses data kasar yang sudah diterima. 

2. Data kemudian disajikan dengan cara dikembangkan terlebih dahulu 

informasi yang didapat yang disusun dengan runtut dan rinci, kemudian 

ditarik kesimpulan dengan sajian teks naratif. 

3. Data disimupulkan dan diverifikasi, pada bagian ini ditarik kesimpulan 

serta mencari makna-makna dari gejala-gejala yang telah didapat pada 

saat observasi dilapangan, yang dicatat dengan teratur, rinci dari sebab 

dan akibat serta fenomena yang ada. 
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F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah sebuah konsep keaslian (validitas) serta keandalan 

(reliabilitas) menurut penelitian kualitatif serta akan disesuaikan dengan tuntutan 

pengetahuan, kriteria dan anggapannya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan 

data diperlukan adanya teknik pemeriksaan serta pelaksanaan teknik 

pemeriksaan yang didasarkan pada jumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria 

yang akan digunakan dalam uji keabsahan data yaitu: derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) serta 

kepastian (confimability). (Husnullail & Jailani, 2024) 

Keabsahan judul penelitian ini dapat dipastikan dengan menguraikan tentang 

aspek-aspek penting, penelitian ini berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur 

Pembiayaan Akad Murabahah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank 

Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar”. Dalam penelitian ini dapat dipercaya 

karena didalmnya menguraikan tentang sistem dan prosedur pembiayaan akad 

murabahah, kemudian peran PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar 

serta relevansi penelitian ini dalam konteks bank syariah harus diuraikan. 

Metodologi penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan sangat penting. 

Hasil analisis akan diperkuat dengan tringulasi dan umpan balik dari pihak-pihak 

yang terkait. (Saadah, et al., 2022) 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut 

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara berdiri pada tanggal 4 

November 1961yang dikenal dengan BPSU. Sesuai dengan peraturan Pokok Bank 

Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada tahun 1962 bentuk usahanya 

dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal yang ada pada 

saat itu sebesar Rp. 100 juta dengan saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara. 

Pada tanggal 16 April 1999 bentuk Badan Hukum dirubah kembali menjadi 

Perseroan Terbatas sesuai dengan Akte Pendiri Perseroan Terbatas Nomor 38 Tahun 

1999 Notaris Alina Hanum Nst, SH yang telah mendapat izin atau pengesahan dari 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomr C-8224 HT.01.01.Thn 1999, dan 

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tanggal 6 

Juli 1999, dengan modal dasar sebesar Rp. 400 milyar. Dasar perubahan Bentuk dan 

Modal Dasar sebelumnya telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I 

Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999. 

Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit/divisi usaha syariah sebenarnya 

setelah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank SUMUT 

khususnya Direksi dan Komisaris sejak dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak 

dikeluarkannya UU. No. 10 tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank 

konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS). 

Bank SUMUT Syariah Cabang Pematang Siantar merupakan salah satu 

bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank 

Indonesia No.6/2/DPIP/PRZ/MDN tanggal 18 oktober 2005. Diikuti dengan 

dibukannya kantor cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 

sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada 

direksi Bank SUMUT Syariah No.07/177/DPIP/PRZ/MDN tanggal 15 Desember 
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2005 perihal rencana pembukaan kantor cabang syariah dan kantor kas Bank 

SUMUT. 

2. Lokasi Kantor PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar 
 

Gambar 4.1 

Lokasi Penelitian 

Lokasi kantor PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar terletak di 

Jln. Merdeka No. 8, Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, 

Sumatera Utara 21145. Kantor terletak di posisi yang strategis, berdekatan dengan 

lapangan merdeka pematangsiantar, terletak dekat dengan stasiun Kereta Api serta 

bebrapa pusat perbelanjaann 

3. Visi dan Misi PT. Bank Sumut 

1) Visi Perusahaan 

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan 

perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah dengan rangka peningkatan taraf 

hidup rakyat. 
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2) Misi Perusahaan 

Adapun Misi dari PT. Bank SUMUT adalah mengelola dana pemerintah 

dan masyarakat serta professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

Complience (Kepatuhan). 

3) Logo dan Makna PT. Bank Sumut Syariah 
 

 

 

Gambar 4.2 

Logo Bank Sumut Syariah 

Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang 

saling berkaitan ber-sinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal 

“SUMUT”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat anatara Bank 

SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT. 

Warna orange sebagai symbol satu huruf untuk terus maju yang dilakukan dengan 

energik yang di padu dengan warna Biru yang sportif dan professional sebagaimana 

misi Bank Sumut. 

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana 

statemen Bank SUMUT. Jenis huruf “palatino bold” sederhana dan mudah dibaca. 

Penulis Bank dengan Huruf kecil dan Sumut dengan huruf capital guna lebih 

mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk 

membangun dan membesarkan Sumatera Uatara. 

3. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas 

1) Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh 

pimpinan perusahaan. Struktur organisasi juga dapat memberikan gambaran 

secara skematis tentang hubungn kerja sama antara orang-orang yang 

terdapat dalam organisasi dengan jelas. Adapun struktur organisasi pada PT. 

Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 

Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar 

 

2) Deskripsi Tugas 

a. Pimpinan Cabang 

Sebagai pimpinan cabang memiliki tugas membawahi seluruh bagian yang 

ada dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menyangkut 

perkembangan dan kelangsungan hidup bank serta yang menyangkut 

perkembangan dan kelangsungan hidup bank serta yang terpenting adalah 

menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan demi 

kemajuan Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. Adapun 

tanggungjawab pimpinan cabang adalah: 

1. Seluruh operasional kantor cabang syariah dan unit kantor dibawahnya kepada 

direksi. 

2. Kinerja kantor cabang syariah denngan mengacu pada kerja anggaran tahunan 

dan standar rasio yang sehat. 

3. Pencapaian program kerja kantor cabang syariah. 

4. Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberian. 

5. Pengeluaran biaya yang terjadi di kantor cabang syariah. 

6. Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan. 



35 
 

 

 

7. Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai standar operasional 

prosedur di lingkungan kantor cabang syariah Pematangsiantar. 

 

b. Pemimpin Operasional Cabang 

1. Membantu pimpinan cabang syariah. 

2. Mengajukan rencana anggaran, inventaris untuk seksi operasional yang 

akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank. 

3. Menyusun program kerja sehubungan dengan upaya pencapaian target 

rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksananya. 

4. Menindaklanjuti hasil temuan dan/atau rekomendasi dari kontrol intern atau 

satuan pemeriksaan intern kepada wakil pemimpin cabang syariah. 

5. Melakukan proses tutp hari transaksi dan mencetak rekap lampiran serta 

mencocokkan dengan neraca. 

6. Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar 

pada akhir tahun buku. 

7. Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan Kantor Cabang 

Syariah. 

c. Back Office 

1. Membantu Pimpinan Cabang Syariah dalam: 

a. Kegiatan pembiayaan produk penghimpun dana, pembiayaan dan jasa- 

jasa bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja bank. 

b. Melakukan analisa permohonan pembiayaan dan bank garansi. 

c. Mengawasi kepatuhan pegawai dan melaksanakan standart operasional 

prosedur di lingkungan seksi pemasaran. 

d. Mengawasi pelaksanaan tata jelola perusahaan oleh pegawai di 

lingkungan sesksi pemasaran. 

e. Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai di 

lingkungan seksi pemasaran. 

2. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi pemasaran untuk 

dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank. 
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3. Menyusun program kerja seksi pemasaran sehubungan dengan upaya 

pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta 

mengevaluasi pelaksananya. 

4. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus 

pembiayaan. 

5. Membuat laporan terkait operasiona seksi pemasaran sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

d. Seksi Pembiayaan 

1. Membantu pemimpin cabang syariah dalam kegiatan administrasi 

pembiayaan. 

2. Melakukan kunjungan kepada debitur bermasalah dan mengupayakan 

penyelesaian pembiyaan non lancar sesuai kententuan yang berlaku. 

3. Penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan restrukturisasi 

pembiayaan. 

4. Mengawasi kepatuhan dalam melakukan standar operasional prosedur di 

lingkungan pegawai seksi pembiayaan. 

5. Menyusun jadwal kunjungan tim penyelamatan pembiyaan dan 

mengkoordinir penagihan tunggakan pembiayaan. 

6. Membuat surat peringatan dan surat panggialan kepada debitur pembiayaan 

non lancar. 

e. Teller 

1. Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi. 

2. Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan 

pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank. 

3. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan umum 

melalui counter bank. 

f. Costumer Service 

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan 

rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang 

lainnya. 
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2. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan 

nasabah sehubungan dengan tidak kepuasan nasabah atas pelayanan yang 

diberikan oleh pihak nasabah. 

3. Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi 

nasabah serta file nasabah. 

4. Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan 

bilyet giro serta surat kuasa. 

5. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah. 

6. Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro dan buku tabungan. 

7. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. 

4. Produk-Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

1) Produk Pemnghimpun Dana Bank Sumut Cabang Syariah 

a. Tabungan Smart iB 

Tabungan SMART iB merupakan tabungan dengan prinsip mudharabah 

mutlaqah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat 

selamajam operasional di counter teller atau melalui ATM. 

b. Tabungan Smart iB Wadiah 

Tabungan SMART iB Wadiah adalah tabungan dengan prinsip wadiah yad 

ad dhamanah (titipan dana) dimana tidak ada imbal hasil yang 

dipersyaratan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari 

Bank. 

c. Tabungan Smart iB Makbul 

Tabungan SMART iB Makbul merupakan produk tabungan khusus Bank 

Sumut UUS dengan 

prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang khusus diperuntukkan untuk setoran 

haji dan merupakan untuk menunaikan haji. Produk ini terkoneksi secara 

online dengan aplikasi SISKOHAT untuk mendapatkan porsi dan pelunasan 

BPIH. 

d. Tabungan Simpel iB 

Tabungan yang dibuat serta diperuntukkan bagi siswa/pelajar yang 

diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia yang 
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dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite 

Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam rangka edukasi dan 

inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan 

ini menggunakan prinsip mudharabah/bagi hasil yang dapat digunakan 

sebagai investasi yang menguntungkan dan dapat diambil kapan saja (on 

call). 

e. Giro Wadiah 

Produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah yad dhamanah/titipan 

yang dapat diambil kapan saja (on call) menggunakan cek/giro dengan 

berdasarkan kesepakatan tertentu yang telah disepakati dan tidak ada imbal 

hasil yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat 

sukarela dari pihak Bank. Produk Giro ini diperuntukkan bagi nasabah 

perorangan, lembaga dan badan usaha untuk memudahkan bisnis yang 

didukung dengan jaringan yang luas dan terkoneksi secara on- line dan 

dapat juga dijadikan sebagai rekening gabungan. 

f. Giro Umat 

Produk penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah/bagi hasil dapat 

diambil kapan saja (on call) menggunakan cek/giro yang dapat digunakan 

sebagai investasi yang menguntungkan. Produk Giro ini diperuntukkan bagi 

nasabah perorangan, lembaga dan badan usaha untuk memudahkan bisnis 

yang didukung dengan jaringan yang luas dan terkoneksi secara on- line 

dan dapat juga dijadikan sebagai rekening gabungan. 

g. Deposito iB Ibadah Mudharabah 

Produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. 

Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan 

dalam akad mudharabah/bagi hasil. 

h. Deposito iB Ibadah 

Deposito iB Ibadah (investas bagi hasil mudharabah) adalah produk dengan 

prinsip mudharabah yang merupakan simpanan berjangka, dimana 

penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara deposan 

dan bank dengan pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah. 
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2) Produk Pembiayaan Unit Syariah PT.Bank Sumut Syariah 

a. KPR iB Griya 

KPR iB Griya Bank Sumut adalah pembiayaan yang diberikan kepada 

perorangan untuk kebutuhan pembelian Rumah Tapak, Ruko dan Rukan 

b. KPR iB FLPP 

KPR iB FLPP Bank Sumut adalah pembiayaan yang diberikan kepada 

perorangan untuk kebutuhan pembelian Rumah Tapak Bersubsidi. 

c. iB Serbaguna PMG 

iB Serbaguna PMG adalah Pembiayaan Multi Guna untuk PNS/PPPK, Pegawai 

BUMN/BUMD, Swasta. 

d. Musyarakah 

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk 

mencampurkan dana/modal pada usaha tertentu dengan prinsip bagi hasil. 

e. Talangan Umroh 

Pembiayaan untuk keberangkatan umroh perorangan dan keluarga. 

f. Gadai Emas iB 

Fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban 

peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam 

jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam 

penguasaan/pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah 

diwajibkan membayar biaya sewa. 

B. Hasil Penelitian 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dari tanggal 13 Maret 2025 

sampai dengan tanggal 14 April 2025, peneliti dapat menjabarkan hasil dari wawancara 

dengan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar mengenai sistem 

dan prosedur pembiayaan akad murabahah KPR. Hasil yang didapat peneliti dari 

wawancara yang telah dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) 

Sistem merupakan suatu kerangka yang terdiri dari beberapa 

prosedur yang saling berkaitan serta disusun sesuai dengan aturan yang 

menyeluruh untuk menjalankan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 
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perusahaan, serta sistem merupakan suatu rangkaian prosedur yang dibentuk 

sesuai pola yang tersusun untuk menjalankan kegiatan perusahaan sistem 

yang digunakan dalam menjalankan kegiatan di perusahaan juga berbeda – 

beda harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan dari pelaksanaan 

kegiatan di perusahaan itu sendiri. Penggunaan sistem yang masih manual 

(luar jaringan) terkadang dinilai masih cukup efektif dan efisien untuk 

digunakan oleh perusahaan karena para calon nasabah yang dituju dapat 

lebih mudah untuk memahami produk yang akan dipasarkan oleh 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

kepada 3 responden, diperoleh hasil penelitian tentang penerapan sistem 

pembiayaan akad murabahah KPR Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar bahwa bank masih menggunakan sistem yang manual 

dengan tujuan para calon nasabah dapat lebih memahami tentang produk- 

produk pembiayaan yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Namun dalam 

penerapaannya di zaman yang sudah serba modern ini sistem ini kerap 

meimbulkan banyak sekali masalah baru, seperti kesalahan dalam 

penginputan data calon nasabah, kesalahan dalam analisis data calon 

nasabah, potensi kehilangan data fisik para calon nasabah serta 

meningkatnya kebutuhan dana operasional perusahaan. 

Dalam penerapannya PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar menrepkan sistem pembayaran syariah tanpa adanya riba 

(bunga), sistem akad yang digunakan antara lain: 

1. Akad murabahah, pada sistem ini bank melakukan pembelian 

rumah kepada penjual rumah yang kemudian akan dijual 

kembali pada nasabah diikuti dengan margin keuntungan yang 

disepakati bersama. 

2. Akad istishna, pada sistem ini pihak bank menerima ujrah 

(biaya) dari permintaan nasabah untuk membangun rumah. 

3. Akad Musyarakah Mutanaqisah, pada sistem ini pihak bank dan 

nasabah berbagi modal kemudian secara bertahap nasabah akan 
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membeli bagian dari bank hingga kemudian menjadi pemilik 

utuh. 

 
 

 

Gambar 4.4 

Alur sistem pembiayaan akad murabahah KPR 

Sumber: Desain Peneliti 2025 

 

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa sistem yang digunakan pada 

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar menggunakan sistem 

yang manual atau semua prosesnya masi dilakukan langsug di bank dan 

tidak dapat dilakukan melalui sistem online (dalam jaringan). Dari bagan 

diatas sistem pembiayaan akad murabahah KPR pada PT. BankSumut 

Cabang Syariah Pematangsiantar melalui beberapa tahap diantaranya: 

1. Pengajuan oleh nasabah dilakukan dengan datang langsung ke bank 

untuk mengajukan permohonan menggunakan pembiayaan 

murabahah KPR. 

2. Nasabah harus memenuhi data-data administrasi dengan lengkap 

yang kemudian diberikan kepada pihak bank. 

3. Bank melakukan verifikasi dan analisis terhadap data-data 

administrasi yang telah diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. 
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4. Bank akan mengeluarkan surat penolakan berisi alasan penolakan 

jika data-data administrasi tidak disetujui oleh pihak bank. 

5. Bank akan melakukan akad dengan pihak-pihak yang terlibat jika 

data-data sudah memenuhi syarat dan disetujui oleh pihak bank. 

2. Prosedur pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) 

Prosedur merupakan serangkaian atau sekumpulan langkah-langkah 

dan kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan dengan urutan- 

urutan rinci serta harus diikuti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas prosedur dari 

pembiaayaan akad murabahah. Objek penelitian yang difokuskan adalah 

prosedur pembiayaan akad murabahah KPR yang diterapkan di PT. Bank 

Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. 

Berdasarkan hasil wawancara dari ke tiga responden maka 

didapatkan hasil peelitian bahwa prosedur pembiayaan akad murabahah 

KPR pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar. 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Alur Prosedur Pembiyaan Akad Murabahah Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) 

Sumber: Desain Peneliti 2025 
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Pembiayaan akad murabahah KPR, merupakan bentuk pembiayaan 

yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut Syariah. Menurut ketiga responden, 

pembiayaan akad murabahah KPR yang pada saat ini disediakan oleh bank 

sumut yaitu sebesar 80% dan sisa 20% dari total keseluruhan harus 

disediakan oleh nasabah yang ingin melakukan akad pembiayaan KPR 

tersebut. Adapun persyaratan umum yang harus disiapkanoleh nasabah yang 

ingin menggunakan pembiayaan akad murabahah KPR yaitu: 

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami 

2. KTP (Kartu Tanda Penduuduk) Isrri 

3. Buku Nikah 

4. Kartu Keluarga 

5. Nomor Induk Usaha (bagi wirausaha) 

6. SK Pegawai (bagi Pegawai Negeri Sipil) 

7. Slip Gaji 3 bulan terakhir 

8. Rekening Koran 3 bulan terakhir 

9. Bukti usaha (bagi wirausaha) 

Setelah persyaratan umum sudah terpenuhi, maka kemudian proses 

pembiayaan akad murabahah KPR akan berjalan sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan ke bank yang bersangkutan 

2. Nasabah melengkapi persyaratan umum yang telah ditentukan 

sebelumnya 

3. Melengkapi dokumen agunan seperti sertifikat, IMB (Izin Mendirikan 

Bangunan) 

4. Melakukan pengecekan SLIK OJK kepada si penjual rumah dan 

pembeli rumah untuk melihat kelancaran kredit dari nasabah yang 

mengajukan pembiayaan akad murabahah KPR 

5. Selanjutnya melakukan survey lapangan atas agunan yang diajukan, 

kemudian mencocokkan dengan sertikat agunanyang diterimaoleh 

pihak bank 

6. Bagi wirausaha akan dilaukan survey untuk melihat usaha yang sudah 

berjalan minimal 2 tahun 
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7. Kemudian data-data tersebut dianalisis oleh pihak bank untuk kemudia 

membuat surat laporan taksasi 

8. Kemudian menyerahkan berkas-berkas yang sudah lengkap untuk 

dilihat dan disetujui oleh pimpinan cabang 

9. Berkas-berkas yang sudah disetujui oleh pimpinan cabang kemudian 

akan diserahkan ke bagian LAKA (Legal Admin Kredit) untuk 

mengecek semua kelengkapan dokumen yang telah diserahkan 

10. Selanjutnya menyerahkan dokumen kepada notaris untuk melakukan 

perikatan 

11. Tahap terakhir melakukan perikatan dan pencairan di bank. 

 

Adapun piha-pihak yang terlibat dalam berjalannya pembiayaan akad 

murabahah KPR ini yaitu: 

1. Penjual rumah 

2. Pembeli rumah atau nsabah yang ingin menggunakan pembiayaan akad 

murabahah KPR dri bank 

3. Pihak bank 

4. Notaris 

Dalam penetapan harga jual rumah pihak bank melihat sesuai harga 

yang tertera pada harga yang tercantum di brosur atau jika rumah tersebut dijual 

perorangan mak akan melihat harga yang di tetepkan oleh si penjual dengan 

melihat langsung kelapangan kecocokan harga rumah dengan keadaan rumah 

sesungguhnya dilapangan. Kelayakan pihak nasabah untuk mendapatkan 

pembiyaan murabahah KPR pihak bank melakukan pengecekan terhadap skor 

SLIK OJK dari pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian melihat usaha yang 

berjalan bagi para wirausaha. 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam berjalannya 

pembiayaan-pembiyaan yang disediakan oleh pihak bank sumut. Dalam 

menjamin bahwa semua bentuk produk pembiyaan syariah sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah, telah dilakukan tes atau uji oleh pihak manajemen risiko, 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta DSN Fatwa MUI sebelum dikelurkannya 

suatu produk kepada setiap unit, maka dari itu semua bentuk produk-produk 
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pembiayan syariah pada bank sumut syariah sudah pasti sesuai dengan prinsip- 

prinsip syariah. 

Pihak nasabah yang gagal bayar akan dilakukan penagihan oleh pihak 

bank sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank sumut 

syariah. Jika nasabah dalam keadaan tidak mampu membayar maka pihak bank 

akan memberikan keringanan dengan melakukan restrukturisasi, jalan terakhir 

yang akan diambil oleh pihak bank jika nasabah sudah tidak sanggup membayar 

adalah dengan melakukan pelelangan terhadap rumah nasabah yang 

bersangkutan. 

Tantangan utama yang dialami oleh pihak bank dalam pembiayaan akad 

murabahah KPR ini adalah pihak nasabah yang melakukan gagal bayar serta 

adanya kesalahan dari pihak developer yang belum menyelesaikan fasilitas 

umum tidak jarang menjadi alasan nasabah untuk tidak membayar kredit KPR. 

Maka dari itu pihak bank selalu melakukan audit dan evaluasi atas setiap hasil 

yang didaptkan dari produk-produk syariah yang telah ditawarkan oleh pihak 

bank sumut syariah. Prosedur yang ditetapkan oleh pihank bank sumut syariah 

sudah terbilang cukup baik, hal ini juga berdasarkan peraturan dan ketentuan 

dari pemrintah atas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

C. Pembahasan 

Data yang didapatkan kemudian akan dianalisis menggunakan analisis data 

kualitatif, dalam menganalisis data tentang sistem dan prosedur pembiayaan akad 

murabahah KPR pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan yang merujuk pada rumusan 

masalah sistem dan prosedur pembiayaan akad murabahah KPR bahwa prosedur 

yang ditetapkan sudah baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pihak bank serta pemerintah, namun dalam penerapan sistem 

tersebut diperlukan adanya peningkatan untukdapat beradaptasi pada era digital 

yang bertujuan agar pelaksanaan sistem perbankan dapat lebih efektif dan efisien, 

serta untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi karena kelalaian dan 

kesalahan karyawan di perusahaan sendiri. 

Adapun penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai 

dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai prosedur dan penerapan sistem 
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pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan Rumah KPR pada PT. Bank Sumut 

Cabang Syariah Pematangsiantar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan 

teknik purposive sampling dan sistem wawancara terbuka langsung kepada pegawai 

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar 

1. Penerapan sistem pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) 

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar menerapkan 

sistem manual untuk dapat menggunakan produk pembiayaan akad 

murabahah KPR, dimana dalam sistem ini nasabah yang ingin menggunakan 

produk pembiayaan tersebut harus datang langsung ke bank dan membuat 

pengajuan. Penerapan sistem yang masih manual ini dilakukan dengan 

tujuan agar nasabah bisa lebih paham tentang produk pembiayaan yang akan 

digunakan dengan dijelaskan langsung oleh pegawai bank serta 

meminimalisir kesalahpahaman anatara nasabah dan pihak bank. Dalam 

sistem akad murabahah KPR PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar dilakukan dengan membeli rumah dari si penjual rumah 

untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah diikuti dengan margin 

keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Syahtori (2023) yang mengatakan bahwa penerapan sistem akad murabahah 

KPR dilakukan dengan membeli rumah dari si prnjual kemudian menjual 

kembali kepada nasabah disertai dengan margin keuntungan, serta dilakukan 

secara manual dimana nasabah yang ingin menggunakan pembiayaan akad 

murabahah KPR harus dating langsung ke bank yang bersangkutan. 

Pada penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh sodik (2023) yang mengatakan bahwa sistem akad 

murabahah merupakan sistem jual beli, dimana bank membeli rumah dari 

pihak developer atas permintaan nasabah, kemudian bank menjual kembali 

rumah tersebut kepada nasabah dengan harga beli serta margin keuntungan 

yang telah disepakati bersama, harga jual yang diberikan juga bersifat tetap 

serta tidak berubah selama masa angsuran. 
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2. Prosedur pembiayaan akad murabahah Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) 

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar memiliki prosedur 

yang lengkap untuk produk pembiayaan akad murabahah KPR. Adapun 

prosedurnya terdiri dari sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan ke bank yang bersangkutan 

2. Nasabah melengkapi persyaratan umum yang telah ditentukan 

sebelumnya 

3. Melengkapi dokumen agunan seperti sertifikat, IMB (Izin Mendirikan 

Bangunan) 

4. Melakukan pengecekan SLIK OJK kepada si penjual rumah dan 

pembeli rumah untuk melihat kelancaran kredit dari nasabah yang 

mengajukan pembiayaan akad murabahah KPR 

5. Selanjutnya melakukan survey lapangan atas agunan yang diajukan, 

kemudian mencocokkan dengan sertikat agunanyang diterimaoleh 

pihak bank 

6. Bagi wirausaha akan dilaukan survey untuk melihat usaha yang sudah 

berjalan minimal 2 tahun 

7. Kemudian data-data tersebut dianalisis oleh pihak bank untuk kemudia 

membuat surat laporan taksasi 

8. Kemudian menyerahkan berkas-berkas yang sudah lengkap untuk 

dilihat dan disetujui oleh pimpinan cabang 

9. Berkas-berkas yang sudah disetujui oleh pimpinan cabang kemudian 

akan diserahkan ke bagian LAKA (Legal Admin Kredit) untuk 

mengecek semua kelengkapan dokumen yang telah diserahkan 

10. Selanjutnya menyerahkan dokumen kepada notaris untuk melakukan 

perikatan 

11. Tahap terakhir melakukan perikatan dan pencairan di bank. 
 

 

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Faradiba (2025) yang menyatakan bahwa prosedur pembiayaan akad 
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murabahah KPR BTN Bersubsidi IBDI Bank BTN Syariah, sebagai 

berikut: 

1. Pengajuan permohonan oleh nasabah, dialkukan dengan dating 

langsung ke bank serta melengkapi dokumen serta persyaratan 

yang diperlukan. 

2. Analisis terhadap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan 

yang telah diserahkan nasabah kepada pihak bank. 

3. Jika permohonan disetujui, maka akan dilakukan akad 

murabahah, dimana bank menjual rumah tersebut kepada 

nasabah dengan harga beli ditambah dengan margin keuntungan. 

Jika tidak disetujui maka akan diberikan surat penolakan 

permohonan yang berisi alasan penolakan. 

4. Serah terima rumah akan dilakukan setalah transaksi dengan 

penjual rumah telah selesai, kemudia rumah, kunci dan dokumen 

akan diserahkan kepada nasabah. 

5. Pembayaran oleh nasabah dilakukan dengan membayar cicilan 

kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati 

sebelumnya. 

Pembahasan ini juga menunjukkan keselarasan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Ginting (2023) yang menjelaskan tentang 

prosedur pembiayaan akad murabahah KPR PT. Bank Sumut Syariah KCP 

Sisingamangaraja, adalah sebagai berikut: 

1. Pengajuan permohonan oleh nasabah, dilakukan oleh nasabah 

dengan mengisi formulir dan dokumen persyaratan yang diperlukan. 

2. Verifikasi dan analisis berkas yang akan dilakukan oleh bank, 

setelah penyerahan dokumen persyaratan sebelumnya. 

3. Bank melakukan analisis kredit dengan menilai nasabah 

berdasarkan kepribadian, modal/penghasilan, kemampuan 

mengelola usaha, jaminan serta kondisi ekonomi. 

4. Evaluasi oleh pemimpin jika sudah lolos analisis, untuk kemudian 

ditinjau oleh pemimpin pembiayaan ini akan disetujui aau ditolak 
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5. Bank akan memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk 

membeli rumah atas nama bank. 

6. Pelaksanaan akad murabahah dilakukan dengan menjual rumah 

kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan 

yang sudah disepakati. 

7. Dana akan dicairkan pada rekening nasabah, kemudian dipindahkan 

ke rekening penjual sebagai bukti transaksi. 

8. Nasabah membayar secara cicilan sesuai dengan margin yang telah 

disepakati sebelumnya. 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada pembahasan 

mengenai “Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Murabahah Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Banak Sumut Cabang Syariah 

Pematangsiantar” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem pembiayaan akad murabahah KPR pada PT. Bank Sumut 

Cabang Syariah Pematangsiantar dilakukan secara manual, dimana nasabah 

harus langsung datang ke bank untuk mengajukan permohonan. Hal ini 

bertujuan agar nasabah bisa lebih paham tentang pembiayaan yang akan 

digunakan, serta meminimalisir kesalahpahaman antara nasabah dan petugas 

bank. Pembiayaan akad murabahah merupakan akad jual beli dimana pihak 

bank akan membeli rumah kepada penjual/developer, kemudian akan dijual 

kembali kepada nasabah sesuai harga beli serta ditambahkan margin 

keuntungan yang telah disepakati bersama. Sistem ini menggunakan prinsip 

jual beli dan bukan pinjaman berbunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Prosedur pembiayaan akad murabahah KPR pada PT. Bank Sumut Cabang 

Syariah Pematangsiantar sangat jelas dan terstruktur yang terdiri dari 

serangkaian langkah-langkah yang dapat menunjukkan dan mengarahkan 

pembiayaan berbasis jual beli kepada nasabah untuk membeli rumah. Dimana 

dalam prosedurnya nasabah melakukan pengajuan permohonan, verifikasi 

dokumen, analisis kelayakan nasabah, pelaksanaan akad murabahah, pencairan 

dana ke rekening serta angsuran pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. 

Prosedur ini dibentuk dengan tujuan agar memastikan pembiyaan yang 

dilakukan sudah sesuai prinsip syariah serta bebas dari riba dan sesuai dengan 

aturan fatwa DSN-MUI. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada kesimpulan untuk 

selanjutnya peneliti akan memberikan saran serta beberapa masukan kepada pihak- 

pihak yang terlibat. Adapun yang saran yang ingin disampaikan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar lebih banyak melakukan kajian yang 

lebih mendalam dan terperinci, terutama mengenai sistem dan prosedur terkait 

pembiayaan menggunakan akad murabahah, sehingga nantinya para calon 

nasabah dapat lebih mudah mengatasi masalah yang akan timbul akibat 

kurangnya pemahaman mengenai sistem dan prosedur pembiayaan akad 

murabahah. 

2. Bagi perusahaan disarankan untuk dapat terus melakukan evaluasi dan 

penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur pembiayaan akad murabahah, 

khususnya pada produk KPR agar dapat lebih efisien dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Serta dapat mempertimbangkan penggunaan sistem 

digital yang lebih terintegrasi untuk mempermudah proses pembiayaan, 

mempercepat pelayanan dan meminimalkan resiko kesalahan administratif. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 
 

 

Judul Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad 

Murabahah 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank 

Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar 

Informan Karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah 
Pematangsiantar 

 

A. Identifikasi Informan 

 

Jabatan/Posisi : 

Lama Bekerja : 

Latar Belakang Pendidikan : 

 

B. Butir Pertanyaan 

 

1. Bagaimana penjelasan lengkap tentang produk pembiayaan KPR dengan akad murabahah 

yang ditawarkan di Bank Sumut Cabang Syariah pematangsiantar? 

2. Apa saja persyaratan umum yang harus disiapkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan 

KPR? 

3. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan KPR dari awal sampai 

akhir? 

4. Bagaimana alur proses pembiayaan KPR dengan akad murabahah dari awal sampai akhir? 

5. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual rumah dalam akad murabahah ini? 

6. Bagaimana bank menganalisis kelayakan nasabah agar dapat menggunakan pembiayaan 

akad murbahah KPR? 

7. Apakah ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses pembiayaan ini? 

8. Bagaimana pihak bank mengatasi risiko jika nasabah mengalami gagal bayar dalam akad 

murabahah? 

9. Apakah ada audit atau evaluasi rutin terhadap sistem dan prosedur pembiayaan akad 

murabahah padacabang ini? 

10. Apa tantangan utama yang sering dihadapi oleh pihak bank dalam pelaksanaan 

pembiayaan murabahah KPR? 

11. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai efektivitas sistem dan prosedur yang saat ini 

terapkan? 
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